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ABSTRAK

Digitalisasi layanan keuangan Syariah mendorong transformasi akad rahn ke
dalam bentuk elektronik (e-rahn), salah satunya melalui aplikasi Tring by Pegadaian.
Inovasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pembiayaan
Syariah, namun di sisi lain menimbulkan tantangan terkait kepatuhan terhadap
prinsip muamalah, maqasid al-shari‘ah, serta kepastian hukum. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi Syariah
terhadap implementasi e-rahn pada layanan pegadaia Syariah digital (Tring by
Pegadaian) berdasarkan perspektif maqashid Syariah, serta umtuk mengetahui
kesesuaian mekanisme implementasi layanan e-rahn dalam pegadaian Syariah digital
(Tring by Pegadaian).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris
yuridis-filosofis dan menggunakan pendekatan lapangan, wawancara dan observasi
dengan teori asas muamalah, akad rahn dan maqgasid al-shari‘ah Ibn Asyur. Penelitian
ini akan menganalisi tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi e-rahn
dalam layanan pegadaian Syariah (Tring by Pegadaian).

Hasil penelitian menuinjukan bahwa implementasi e-ra/n pada aplikasi Tring
by Pegadaian secara normatif telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi
Syariah, maqgashid Syariah, dan regulasi nasional yang berlaku. Namun, masih
ditemukan keterbatasan pada aspek regulasi khusus e-rahn dan pemahaman nasabah
terhadap mekanisme akad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi
dan peningkatan literasi Syariah diperlukan guna mengoptimalkan implementasi e-
rahn yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: “e-rahn, -hukum ekonomi Syariah, maqgasid al-shari‘ah, pegadaian
Syariah-digital



ABSTRACT

The digitalization of Islamic financial services has encouraged the
transformation of the rahn contract into an electronic form (e-rahn), one of which is
implemented through the Tring by Pegadaian application. This innovation is
important for enhancing the efficiency and accessibility of Islamic financing,
however, it also presents challenges related to compliance with the principles of
Islamic economic law, maqasid al-shari‘ah, and legal certainty. Therefore, this study
aims to analyze the implementation of e-rahn in digital Islamic pawn services (Tring
by Pegadaian) from the perspective of Islamic economic law and maqasid al-shari‘ah,
as well as to examine the conformity of the e-rahn implementation mechanism in
Pegadaian Syariah digital services (Tring by Pegadaian).

This research employs a qualitative method with an empirical juridical—
philosophical approach and applies field research through interviews and
observations. The analysis is based on the theory of the principles of muamalah, the
rahn contract, and maqasid al-shari‘ah as formulated by Ibn ‘Ashiir. This study aims
to analyze the perspective of Islamic economic law on the implementation of e-rahn
in Islamic pawnshop services (Tring by Pegadaian).

The results indicate that the implementation of e-rahn in the Tring by
Pegadaian application is normatively consistent with the principles of Islamic
economic law, maqasid al-shari‘ah, and applicable national regulations. However,
limitations remain in terms of the absence of specific regulations governing e-rahn
services and the level of customers’ understanding of the contract mechanism. This
study concludes that strengthening regulatory frameworks and enhancing Islamic
financial literacy, are necessary, to. optimize the .sustainable and equitable
implementation of e-rahn.

Keywords: e-rahn, Islamic economic law, magasid al-shari‘ah, digital Islamic
pawn services
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543

b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
) Tidak
| . )
Alif Tidak Dilambangkan Dilambangkan
—| Ba B Be
&) Tal T Te

es (dengan titik di

& Sa S
atas)

z | Jim J Je

. ha (dengan titik di
R H bawah)
&| Khat Kh ka dan ha
2| Dal D De
3| 7al 7 ze (dengan titik di

atas)
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o#| Sin S Es

J#| Syin Sy es dan ye
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

83%34 | Ditulis Muta‘addidah

52 | Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

L& | Ditulis Hikmah
i | Ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa
Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

¢l oY) 44 S | Ditulis Karamah al-Auliya*

Dkl 38 | Ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
1. - | Fathah Ditulis A
2. -| Kasrah Ditulis |
3. | Dammah Ditulis U

E. Vocal Panjang

xii



| Fathah + alif Ditulis 3
' i Ditulis Istihsan
Fathah + ya ‘mati - a
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2. o Unsa
Ditulis
Sl
Kasrah + ya ‘mati — -
; Ditulis 1
sk Ditulis al-‘Alwani
Dammah+wawu
A mati Ditulis a
) Ditulis ‘Ulim
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aull | Ditulis Afantum
<ael | Ditulis U‘iddat
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H. Kata Sandang Alif + Lam
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ol | Ditulis al-Qur‘an

ol | Ditulis al-Qiyas

b. Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.
C.

alu,ll | Ditulis ar-Risalah

¢Ladll | Ditulis an-Nisa‘

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

sV dal | Ditulis Ahl ar-Ra‘yi
o) dal | Ditulis Ahl as-Sunnah
Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahu-.lui oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital -adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal

kata sandangnya.:Contoh:

Sl 4 O )\ gj\ Obar)y e Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi-al-Qur'an
. Pengecualian
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan
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sebagainya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas muamalah tidak terlepas dari ketentuan mengenai hak dan
kewajiban yang melekat pada individu dalam konteks kehidupan sosial
bermasyarakat. Hak-hak inilah yang harus diperhatikan orang lain dan
kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan yang
terbentuk antara hak dan kewajiban ini diatur dalam ketentuan hukum
bermuamalah guna mencegah terjadinya konflik kepentingan dan untuk
kemaslahatan Bersama.! Upaya dalam menunaikan kewajiban ini tertuang
dalam kebiasaan masyarakat untuk saling tolong-menolong. Baik secara
individu_maupun kelompok dalam segala hal, terutama dalam pemberian
pinjaman. Aktivitas pinjam-meminjam merupakan bagian dinamika transaksi
ekonomi yang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat yang mencakup

pertukaran barang, uang, tanah, maupun aset lainnya.’

! Abdu Somad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Rahn dengan Calo di Desa Sesela
Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,” Antimicrobial Agents and Chemotherapy 58, no.
12 (December 2019): 1-66, https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14.

? Hariana Masyur, “Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang
(Perspektif Pendapat Mazhab Syafi’i),” 2022, 90, https://1a801900.us.archive.org/19/items/kitab-
terjemah-ind/Tafsir Qurthubi 06.pdf.



Islam membolehkan praktik pinjam-meminjam, baik yang dilakukan
oleh individu maupun melalui entitas kelembagaan, termasuk Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) yang mencakup institusi perbankan dan non-
perbankan. Salah satu instrument yang disediakan oleh Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) adalah sektor pembiayaan.’ Sama halnya dengan Lembaga
keuangan pada umumnya. Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) juga terbagi atas
dua bagian yaitu Lembaga Keuangan Syariah bank dan Lembaga Keuangan
Syariah non bank. Pada Lembaga keuangan syari’ah non bank terdapat
beberapa sektor yang berdiri diatasnya, antara lain bait al-Mal wa al-
Tanwil/koperasi, pegadaian syari’ah, asuransi Syariah, pasar modal syari’ah
dan lain sebagainya.

Sektor yang berdiri pada Lembaga keuangan syari’ah non bank ini dapat
masyarakat jadikan sebagai opsi dalam pembiayaan berbasis syari’ah. Dalam
kondisi kebutuhan dana yang bersifat mendesak, dimana masyarakat tidak
memiliki’ketersediaan 'tunai’ maupun simpanan; maka' opsi pembiayaan dari
pihak ketiga menjadi salah satu alternatif solusi. Dalam praktiknya, akses dalam
Lembaga keuangan bank formal seringkali memerlukan prosedur administratif

dan peryaratan yang kompleks. Hal ini mendorong sebagian kalangan

3 Muhammad Dhiya Azkia, “Kesesuaian Akad Rahn dalam Layanan Gadai Syariah dengan

Fatwa DSN-MUI/No:25/Dsn-Mui/1ii/2002 Serta Perlindungan Hukum yang Diberikan Pihak Perum
Pegadaian Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok™ 2507, no. February (2020):

1-9.



masyarakat lebih memilih jalur nonformal seperti pemberian pinjaman dengan
bunga tinggi, meskipun beresiko.* Namun, bagi pihak yang memiliki aset yang
dapat dijadikan jaminan, layanan gadai menjadi instrument pembiayaan yang
lebih terstruktur, legal, dan berada di bawah pengawasan kelembagaan. Skema
gadai dianggap memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap objek
agunan, sehingga lebih sesuai bagi individu yang membutuhkan likuiditas
dalam waktu cepat dengan jaminan harta.

Gadai merupakan praktik muamalah yang melibatkan masyarakat pada
umumnya. Gadai sendiri adalah sebuah pola hubungan antar sesama manusia
dan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun gadai dalam islam
sering disebut dengan gadai syari’ah atau rahn yang memuat antara pemberi
gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Dalam praktik gadai terdapat
ketentuan hukum tersendiri yang melandasi atas berjalannya praktik tersebut
meliputi syarat dan rukun-rukunya serta hal lainya yang telah diatur oleh
syariat, sehingga bilas mana' syarat ‘'dan rukun-rukunya tidak terpenuhi maka
tidak 'sesnai dengan kehendak syara.® Pada umumnya layanan gadai syari’ah

tidak jarang ditemukan di berbagai Dembaga keuanganmnon bank yang bergerak

4 Rokhmat Subagiyo, “Tinjauan Syariah tentang Pegadaian Syariah (Rahn),” 4n-Nisbah 01,
no. 01 (2016): 1-26, http://www.syariahmandiri.co.id/2013/06/bsm-pangkas-target-gadai-
%0Ahttp://repo.uinsatu.ac.id/3838/1/Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian.pdf.

5 Masyur, “Praktik Gadai Sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif
Pendapat Mazhab Syafi’i).”



dalam pelayanan gadai. Lembaga-lembaga tersebut menawarkan instrument
gadai Syariah sebagai solusi keuangan dengan produk berbasis Syariah
berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) nomor 25/DSN-
MUV/I11/2002 tentang rahn.

Salah satu Lembaga keuangan non bank yang menyediakan instrument
pembiayaan berbasis gadai Syariah adalah PT Pegadaian (persero). PT
Pegadaian (Persero) merupakan sebuah Lembaga keuangan yang berangkat
dengan menggunakan prinsip hukum gadai, yang seiring perkembangan zaman
mengalami beberapa perkembangan signifikan dengan menghadirkan bentuk
jaminan diluar hukum gadai yaitu jaminan fidusia. Meningkatnya jumlah
masyarakat atas penggunaan layanan gadai ini menyadarkan pegadaian untuk
memunculkan produk-produk berbasis syari’ah yang diluncurkan melalui
pegadaian syari’ah guna menangkap besarnya peluang masyarakat yang

7" Berdasarkan sejarahnya, pegadaian Syariah

memegang prinsip islam.
merupakan anak perusahaan 'dari PT Pegadaian. (Persero) yang sepenuhnya

dikelola ‘dan "dibawah naungan PT Pegadaian (Persero). Konsep operasi

6 Sahabat Pegadaian, “Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat,” 2020,

https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-

syariat.

7 Ira chandra puspita, “Pengembangan Konsep Rahn dalam Pegadaian Syariah Di Pt

Pegadaian (Persero) Indonesia,” 2020, 1-28.



pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi yang meliputi asas
rasionalitas, efektivitas dan efisiensi yang selaras dengan syariat islam. 8
Tidak hanya gadai syari’ah saja yang menjadi produk dari pegadaian
syari’ah, akan tetapi setidak-tidaknya ada delapan jenis produk pegadaian
Syariah lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan mereka
yaitu Amanah, Arrum BPKB, Arrum Emas, Arrum Haji, serta produk turunan
dari gadai syari’ah itu sendiri.” Berbagai perubahan dan perkembangan sistem
dalam pelayanan produk terus dilakukan oleh pegadaian. Pegadaian
menawarkan persyaratan peminjaman uang yang lebih mudah dan cepat untuk
dilakukan, masyarakat hanya cukup datang ke pegadaian dengan membawa
baranng yang akan dijaminkan. Dengan kemudahan ini masyarakat dapat
langsung mencairkan uang dalam waktu yang relatif singkat. Namun, dengan
pelayanan yang mengharuskan masyarakat untuk datang ke kantor saat

transaksi, ini tidak relevan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat

8 Monica Satry Utami, “Analisis Perlakuan Akuntansi ljarah dalam Pembiayaan Gadai Emas
pada PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota
Pekanbaru),” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository, no. 131 (2017): 52.

® Nur jamal shaid, “Mengenal Jenis-Jenis Produk Pegadaian Syariah,” kompas.com, 2023,
https://money.kompas.com/read/2023/10/11/141528426/mengenal-jenis-jenis-produk-pegadaian-
syariah?page=all.



serta kemajuan teknologi dan informasi yang telah mempengaruhi cara
masyarakat berinteraksi.'”

Dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, PT Pegadaian
(Persero) mengalami transformasi yang sistemik, termasuk dalam sistem
layanan gadai Syari’ah yang dihadirkan sebagai entitas keuangan non bank di
Indonesia. PT Pegadaian (Persero) merespon dinamika ini melalui
pengembangan platform layanan gadai syari’ah dengan sistem elektronik (e-
rahn) pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang diluncurkan pada tanggal
29 oktober 2018. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat
merasakan kemudahan bertransaksi melalui smartphone secara daring tanpa
harus bertransaksi secara manual.'' Fitur-fitur seperti aksesibilitas tinggi,
efisiensi proses dan perluasan distribusi layanan menjadi keunggulan tersendiri
sebagai wujud implementasi digitalisasi tersebut. E-rahn diposisikan sebagai
solusi berbasis teknologi yang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip

Syari’ah.

Namun_demikian, penerapan e-rahn memunculkan isu normatif dalam

perspektif hukum ekonomi syari’ah, khususnya pada sisi validasi akad dan

19 Novita Dwi Safitri dan Asiah Wati, “Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di
Indonesia,” Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 5, no. 1 (2023): 22-32,
https://doi.org/10.18592/msr.v511.9375.

' Ibid, HIm. 31.



aspek legalitas dalam ekosistem digital. Dalam kerangka hukum Islam, akad
berarti mengikat atau menguatkan antara beberapa pihak dalam hal tertentu
dimana merupakan elemen fundamental yang memerlukan pemenuhan rukun
dan syarat sah, seperti kejelasan objek, keabsahan para pihak dan kesepakatan
(ijab-qobul) yang dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan
oleh hukum.'? Digitalisasi akad yang mengubah interaksi langsung dengan
mekanisme daring menimbulkan sejumlah tantangan baru dalam aspek hukum,
etika dan pelaksanaan akad itu sendiri. Ketidakjelasan dalam pengaturan akad
digital dalam fatwa DSN-MUIL No 25/DSN-MUI/II/2002 mengindikasikan
perlunya penguatan kerangka hukum terhadap perlindungan hak-hak para pihak

dalam layanan ini.!3

Aspek lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah keamanan hukum
pada sistem digital. Transaksi elektronik memiliki potensi terhadap keamanan
privasi data, tindakan kejahatann siber, dan adanya manipulasi infromasi.
Dalam konteks /pegadaian syari’ah, penting untuk'menjamin keamanan sistem
informasi, penggunaan _data, keabsahan dokumen _elektronik, kejelasan

prosedur dan penyelesaian sengketa. Pada aplikasi pegadaian syari’ah,

12 Devid Frastiawan Amir Sup dkk, “Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam,” [jtihad :
Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 14, no. 2 (2020): 137-52,
https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684.

13 “Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUT/I11/2002 Tentang Rahn” (Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia, 2002), https://mui.or.id.



masyarakat mengeluhkan beberapa kekurangan berupa efektivitas aplikasi
yang dirasa belum memadai. Aspek yang tertuang tersebut menjadikan
komponen penting dalam menjaga nilai-nilai maqashid Syariah dalam kegiatan
muamalah terhadap layanan pegadaian Syariah. Ketidaktegasan regulasi digital
dalam layanan ini dapat menimbulkan elemen ketidakpastian (gharar) yang

secara prinsip bertentangan dengan esensi akad Syariah.'*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi
layanan e-rahn dalam pegadaian syariah digital?

2. Bagaimana implementasi layanan e-rahn dalam perspektif maqashid
Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1._Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, makaltujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap

implementasi e-rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital,

14 Mubarak, “Reformasi Hukum Gadai di Era Digital : Tantangan dan Manfaatnya Mengenai
Gadai Syariah Digital,” Jurnal Relasi Publik 3, no. 2 (2025): 1-13,
https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v3i2.4776.



khususnya terkait kesesuaian akad, mekanisme transaksi, serta
pemenuhan prinsip-prinsip Syariah dalam praktik gadai Syariah
berbasis digital.

b. Untuk mengkaji implementasi layanan e-rahn dalam perspektif
magqasid Syariah, guna menilaii sejauh mana layanan e-rahn telah
merealisasikan tujuan-tujuan Syariah, baik pada tingkat maqasid
‘ammah maupun maqasid khassah dalam pegadaian Syariah digital.

2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kegunaan penelitian ini
terbagi menjadi kegunaan teoritis dan praktis:

a. Kegunaan Teoritis: secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan manfaat dalam bentuk literatur hukum ekonomi
Syariah bagi pengembang ilmu pengetahuan dibidang hukum
positif dan hukum ekonomi Syariah khususnya terkait inovasi
digital.

b. Kegunaan Praktis: secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan evaluasi, masukan dan: pembaharuan hukum
serta sebagai acuan bagi berbagai pihak, baik akademisi, praktisi,
regulator dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan konsep
hukum ekonomi Syariah yang sesuai dengan implementasi layanan

e-rahn pada pegadaian Syariah digital
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D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah literatur yang membahas mengenai objek yang
akan diteliti. Setelah penulis melakukan tinjauan tentang objek yang akan
diteliti, penulis kemudian melakukan telaah pustaka yang dijadikan sebagai
sumber referensi. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk menguraikan
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan implementasi e-rahn
dalam layanan pegadaian Syariah digital. Selain itu telaah pustaka ini ditujukan
untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian baru
yang dilakukan oleh penulis. Maka dari itu, ditemukan beberapa literatur yang

berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Mira Riyani, di dalam skripsinya
yang berjudul “Analisis implementasi akad murabahah dan rahn ditinjau

menurut fatwa DSN MUI pada pegadaian Syariah Lubuk Linggau”!®

penelitian
ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara kepada narasumber
yang sekaligus ‘sebagai responden pada penelitian pini. Penelitian ini
menjelaskan| tentang, implementasi akad murabahah dan rahn melalui

peninjauan fatwa DSN MUIL. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah

pelaksanaan gadai Syariah pada layanan unit Pegadaian Syariah yang mana

15 Mira Riyani, “Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Ditinjau Menurut Fatwa

DSN MUI pada Pegadaian Syariah Lubuk Linggau” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,

2020).
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nasabah mendatangi kantor pelayanan Pegadaian Syariah Lubuklinggau dan
langsung mengisi formulir gadai emas yang ditawarkan oleh satpam, kemudian
satpam memberikan formulir tersebut kepada pegawai Pegadaian hingga pada
sesi penaksiran uang yang akan diterima oleh nasabah yang telah disetujui oleh
nasabah tersebut. Pada penelitian melalui hasil wawancara salah satu nasabah
disebutkan bahwa pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau tidak menerapkan
sistem denda atau tazir pada produk gadai melainkan penerapan munah yang
terus berjalan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI

mengenai akad rahn yang diberikan pegadaian Syariah Lubuklinggau.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Wifqi Hidayatullah
dkk, di dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi akad rahn di pegadaian
Syariah untuk meningkatkan kesadaran tentang keuangan Syariah”.!'®
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka yaitu
pengumpulan data yang dilakukan dengan memahami berbagai sumber literatur
dan mengkajinya. Penelitian ini menjelaskan tentang manfaat pegadaian pada
implementasinya bagi nasabah dan perusahaan, Konsep yang ditawarkan
pegadaian Syariah mengusung asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas

dengan nilai Islam yang dapat meringankan beban masyarakat menengah

16 Muhammad Wifqi Hidayatullah dkk, “Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari’ah
untuk Meningkatkan Kesadaran tentang Keuangan Syari’ah,” Jurnal Illmiah Research and
Development Student 2, no. 1 (2024): 81-90, https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568.
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kebawah serta menjadi ladang komersial yang dimanfaatkan oleh masyarakat
menengah ke atas. Temuan pada penelitian ini menunjukan bahwa
implementasi akad rahn pada pegadaian Syariah telah dilakukan dengan baik
berdasarkan prosedur yang relative sederhana dalam waktu yang cukup cepat,
penaksiran barang yang dilakukan secara professional, serta adanya fasilitas
penitipan barang yang aman dan terpercaya. Dibalik itu semua terdapat juga
beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dari segi peningkatan literasi
kepada masyarakat terhadap produk pegadaian Syariah khususnya rahn dan

peningkatan kualitas pelayanan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Zaharullah di dalam jurnalnya yang
berjudul “tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap mekanisme pelaksanaan
rahn pada PT pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya”'’, menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bersumber dari data
primer dan sekunder. Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme
pelaksanaan rahn yang terdapat pada PT Pegadaian Syariah unit Meureudu.
Dalam pelaksanaanya PT Pegadaian Syariah unit Meureudu menggunakan dua
akad yang berbeda, yaitu akad Rahn dan akad ijarah. Akad Rahn digunakan

dalam kesepakatan antara nasabah (rahin) dengan murtahin untuk dilakukan

penyimpanan barang (marhun) di kantor PT Pegadaian Syariah unit Meureudu

17 Zaharullah, “Mekanisme Pelaksanaan Rahn pada PT Pegadaian Syariah Mereudu Pidie
Jaya,” Jurnal HEI EMA 3, no. 3 (2024): 31-46.
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sedangkan akad ijarah yaitu bentuk pembayaran nasabah (rahin) kepada PT
Pegadaian Syariah karena telah merawat barang yang dititipkan sebelumnya.
Adapun temuan yang didapatkan oleh peneliti adalah ada beberapa nasabah
yang mendatangi PT Pegadaian Syariah untuk menggadaikan handphone guna
memperoleh pinjaman, akan tetapi pihak PT Pegadaian Syariah menolak
handphone tersebut, pada dasarnya handphone sendiri termasuk barang
elektronik yang dapat dijadikan jaminan. Serta barang lain seperti emas yang

ditolak setelah dilakukan penaksiran oleh PT Pegadaian Syariah.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Evi Savila dan Anna Zakiyah
Hastriana dengan judul “implementasi akad rahn dalam sistem pembiayaan

perbankan Syariah”!8

, mengkaji tentang pentingnya penerapan rahn yang sesuai
dengan ketetntuan Syariah yang bertujuan agar dapat mrngeksplorasi lebih
mendalam bagaimana implementasi akad rahn dalam perbankan Syariah dapat
meningkatkan aksesibilitas sistem pembiayaan serta menjadikan transparansi
terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan dalam penerapan
akad rahn. Adapun temuan dalam jurnal ini bahwa dalam implementasi akad

rahn memberikan jaminan keamanan kepada bank (murtahin) dengan menahan

barang jaminan (marhun) sehingga melindungi bank dari risiko gagal bayar atas

18 Evi Savila dkk, “Implementasi Akad Rahn dalam Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah
Implementation of the Rahn Contract in the Sharia Banking Financing System,” Margin : Journal Of
Islamic Banking 5, no. 1 (2025): 103-21.
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pemberi jaminan (rahin), barang yang dijaminkan masih dalam kepemilikan
penuh pemberi jaminan, dan penerima jaminan hanya dapat merawat dan
memelihara barang tersebut, adanya biaya transparan yang ditetapkan secara

jelas dan tidak bergantung kepada jumlah pinjaman.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Sinta Bella dkk dalam jurnalnya
yang berjudul “Analisis penerapan akad rahn di PT. Pegadaian unit pelayanan
Syariah Simpang Mayang Kota Jambi”,!” meneliti tentang penerapan akad rahn
dan tantangan serta kendala dalam layanan pegadaian Syariah. Dalam
penerapannya, PT Pegadaian UPS Syariah Simpang Mayang mengaplikasikan
beberapa akad berdasarkan prinsip Syariah, yaitu akad gard (pinjaman), akad
rahn (gadai), dan akad ijarah (sewa/jasa). Proses penggadaian yang dilakukan
nasabah kepada petugas terbilang cepat, dimana nasabah hanya perlu membawa
barang jaminan berupa emas yang akan dijaminkan lalu barang tersebut ditaksir
oleh petugas dengan rasio pencairan dana berkisar 50% hingga 90% dari nilai
taksiran eémas. [Dibalik.kemudahan yang diberikan oleh” PT Pegadaian UPS
Syariah Simpang Mayang kepada nasabah, ‘PT Pegadaian sendiri memiliki
beberapa tantangan dalam pelaksanaanya, yaitu kurangnya edukasi dan

sosialisasi, persaingan dengan Lembaga keuangan lain yang mengupayakan

pemasaran yang lebih inovatif, keterbatasan internal dalam hal infrastruktur

19 Sinta Bella dkk, “Jambi Analysis Of The Implementation Of The Rahn Agreement At Pt .
Pegadaian Syariah Service Unit Simpang Mayang Jambi City” 5, no. 1 (2025): 253-65.
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teknologi yang belum optimal, dan fluktuatif jumlah nasabah yang tercatat
dalam data kisaran tahun 2020 dan 2022 yang mengalami penurunan. Adapun
temuan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa mekanisme gadai emas yang
diterapkan pegadaian Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan
produk gadai emas di pegadaian Syariah telah memberikan kemudahan akses

pembiayaan kepada para kalangan masyarakat.

. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan
dijadikan pisau peneletian untuk membedah masalah yang akan diteliti.
Kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Asas Muamalah

Muamalah merupakan bagian dari ajaran islam yang
mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan
ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pertukaran
harta, jasamm dan ' pemanfaatan hak. Berbeda dengan ibadah
ta’abbudi, muamalah nmemiliki  karakter ijtihadi dan dinamis,
sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman
sellama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Para
ulama sepakat bahwa asal hukum muamaah adallah boleh (al-as/ fi
al-mu‘amalat al-ibahah), kecuali terdapat dalil yang secara tegas

mellarangnya. Prinsip ini menunjukan fleksibilitas hukum islam
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dalam merespons perkembangan praktik ekonomi, termasuk inovasi
di bidang keuangan modern.*

Hasan Basri menjelaskan bahwa muamalah tidak semata-
mata dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana
untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Oleh karena
itu, praktik muamallah harus dilaksanakan dengan memperhatikan
nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan
kerugian atau kexaliman bagi salah satu pihak. Dalam konteks
kontemporer, muamalah mencakup berbagai bentuk transaksi
modern seperti perbankan Syariah, pegadaian Syariah, serta layanan
keuangan digital yang memerlukan landasan normative yang kuat
agar selaras dengan tujuan Syariah.?!

Dalam kenyataanya banyak masyarakat memiliki persepsi
bahwa muamalah itu selalu berkaitan dengan keuangan dan
tuntutan keilmuan yang arah tujuannya kepada spesifikasi dan tidak
berada dalam koridor perkara-perkara yang umum. Selain

pengertiann muamalah yang berdasarkan jruang lingkupnya, ada

20 Hasriah dkk., “Islam Dan Muamalah,” Jurnal llmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri 11, no.
4 (2025): 326-29, https://doi.org/https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.9656.

21 A A Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam (Ull Press, 2000),
https://books.google.co.id/books?id=i_p6AAAACAA).
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beberapa pengertian muamalah yang dikemukakan oleh beberapa
ulama.

1. Menurut Prof. Ali Fikri, muamalah adalah ilmu yang
mengatur pertukaran harta dengan harta serta manfaat
yang terkandung di dalamnya di antara manusia dengan
cara pertukaran dan komitmen

2. Menurut Rawas Qal’ah Ji, muamalah adalah aturan-
aturan Syariah yang berkaitan dengan perkara-perkara
duniawi.

3. Menurut Muhammad Utsman Syahir muamalah
merupakan suatu hukum yang memiliki hubungan
dengan pertukaran harta yang digali dari maqashid dan
ilat serta sumber yang diselaraskan dengan tujuan umum
Syariat Islam. 22

Muamalah ' merupakan ‘bagian' ‘dari hukum islam yang

berfungsi mengarahkan dan mengatur seluruh kegiatan ekonomi
agar sesuai dengan ketetntuan 'Syariah /serta beorientasi pada
pencapaian tujuan-tujuan Syariah (magashid al-syariah). Hukum

ekonomi Syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai perangkat

22 Rahmat Hidayat, Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, ed. Fatimah
Zahara, MA, Cetakan pe (Medan: CV. Tungga Esti, 2022).
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aturan normative, melainkan juga sebagai kerangka etis yang
menekankan prinsip keseimbangan (mizan), keadilan sosial, serta
nilai-nilai moral dalam praktik ekonomi. Karakteristik inilah yang
membedakan sistem ekonomi Syariah dari sistem konvensional
yang lebih menitikberatkan pada aspek efisiensi dan pencapaian

keuntungan semata.

2. Teori Akad Rahn
Akad rahn adalah akad penyerahan barang/harta kepada
pihak bank atau Lembaga keuangan lainya sebagai bentuk jaminan.
Nasabah dapat menggunakan barang tertentu sebagai barang yang
digadaikan dengan tidak mengurangi nilai suatu barang tersebut.??
Konsep rahn ini didasari dengan hutang-piutang, yang mana dari
para pihak saling percaya bahwa akad ini didasari untuk saling
tolong-menolong. Pihak pemberi hutang (murtahin) akan menerima
jaminan ' sebuah ‘barang’ (marhun) ‘'yang ‘mana nilai dari barang
tersebut sebanding dengan nilai yang dipinjam. Apabila pihak
penghutang (rahin). tidak dapat ‘'mengembalikan pinjaman atau
membayar hutangnya maka, barang yang dijadikan jaminan tersebut

dapat membayar hutangnya melalui sistem jual maupun lelang.

2 Royani, Sofyan Al Hakim dan Iwan Setiawan, “Akad Tabarru’, Qardh, Rahn dan Wadi’ah:
Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah,” A/ Mashalih - Journal of Islamic Law 4, no.
1 (2023): 9-21, https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166.
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Kata rahn sendiri berasal dari bahasa arab yaitu al-rahn atau
al-tsubut wa al-dawam yang berarti tetap dan berkesinambungan.
Jika dilihat dari etimilogi kata al-rahn ini terbentuk dari penggalan
kata rahana-yarhanu-ruhnan yang memiliki arti menggadaikan,
mengagunkan dan menjaminkan.”* Sedangkan menurut syara’
maksud rahn adalah menjadikan suatu barang yang dinyatakan
memilik nilai dalam pandangan syara’ dapat dijadikan jaminan
hutang, yang memungkinkan mengambil sebagian atau seluruh dari
nilai barang tersebut.

3. Teori Maqashid Syariah Ibnu Asyur

Teori maqashid Syariah menurut Ibnu Asyur dikategorikan
sebagai disiplin ilmu sendiri karena dengan adanya kebutuhan akan
pembaruan metodologis, khususnya dalam menentukan prioritas
dan pemilihan dalil-dalil yang bersifat gati 'l (pasti) maupun dalil
yang mendekati gath’[ menurutnya, pendekatan ulama ushul yang
banyak bertumpu pada dalil-dalil zanni sering kali melahirkan
perbedaan: penafsiran, . sehingga memicu perpecahan dan
pertentangan di kalangan ulama dlam menyelesaikan persoalan

hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengelompokan dan

24 Ongky Alexander dkk, “Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-
Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah,” Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 1
(2023): 41-54, https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2il.639.
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sistematisasi dalil-dalil syar’l agar perbedaan pendapat yang
bersifat fundamental dapat diminimalkan.?®

Magqashid Syariah merupakan makna, hikmah, sekaligus
landasan filosofi hukum yang menjadi pertimbangan utama bagi al-
syari’ dlam menetapkan dan mengimplementasikan hukum islam,
baik secara menyeluruh maupun pada mayoritas ketentuannya.
Menurut pandangannya magashid tidak terbatas pada kategorii
huukum tertentu, melainkan mencakuoo karakteristik umum
Syariah berserta tujuan-tujuan fundamentalnya, serta nilai-niai
dasar yang bersifat esensial dan tidak diabaikan dalam penerapan
hukum islam.

Ibnu Asyur berhasil mengembangkan teori maqashid
Syariah yang sebelumnya cenderung terbatas pada kajian yang
bersifat kulliyyah dan juz’iyyah dalam ranah ajaran agama. Melalui
pendekatanya, \ruang. lingkup' magashid ‘Syariah diperluas tidak
hanya pada aspek normative-teologis, tetapi juga mencakup
magashid ral-syariah al-khassah, khususnya dalam bidang ilmu
muamalah. Pengembangan ini memungkinkan penggalian tujuan-

tujuan Syariah dalam berbagai persoalan hukum, seperti hukum

25 Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Magqashid Syariah Al-Tahir Ibn
Asyur,” Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2023): 101-14, https://journal.uii.ac.id/jsyh
10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7, hlm. 106.
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keluarga, pengelolaan dan pemanfaatan harta, serta maqashid
Syariah yang berkaitan dengan dokumen hukum, kesaksian, dan
aspek-aspek hukum praktis lainya.2®

Dalam konteks muamalah atau pertukaran harta, maqasid
Syariah yang bersifat khusus mencakup sejumlah prinsip utama
yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan transaksi ekonomi, yaitu
al-rawaj (peredaran harta), al-wudiih (transparansi), al-hifz
(perlindungan), al-tsabat (kepastian dan kekuatan hukum), serta al-
‘adl (keadilan). Prinsip al-rawaj menekankan pentingnya distribusi
dan perpindahan harta melalui akad-akad pertukaran yang sah dan
sesuai ketentuan syariah sebagai tujuan pokok yang ingin dicapai
oleh para pihak yang berakad. Sementara itu, al-wudiih
menghendaki adanya kejelasan dan keterbukaan mengenai objek
akad, baik dari segi bentuk, jenis, maupun nilai atau harga, guna
mencegah ' _timbulnya " kemudaratan® ' berupa sengketa dan
perselisihan. Prinsip. al-hifz berfungsi menjaga harta agar tidak
berpindah kepemilikan secara tidak.sah, dengan memastikan bahwa
setiap peralihan hak milik hanya terjadi melalui mekanisme yang

benar serta disertai pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai

26 Julian Maharani et al, “Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi
Kontemporer,” Jurnal llmiah Ekonomi Islam 8, no. 03 (2022): 2495-2500, https://jurnal.stie-
aas.ac.id/index.php/jie Jurnal, him. 2497.
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kesepakatan akad. Selanjutnya, al-tsabat menegaskan pentingnya
legitimasi hukum yang jelas dan kuat atas setiap transaksi, sehingga
keberadaan akad menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam
pertukaran harta. Adapun prinsip al-‘adl mengarahkan agar seluruh
transaksi dilaksanakan berdasarkan keseimbangan dan keadilan,
sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan

mampu mewujudkan kemaslahatan bersama.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah penyelidikan terhadap permasalahan yang dilakukan
secara berhati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip untuk

menetapkan sesuatu.?”

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang
dilakukann penulis dalam melakukan pengumpulan atau informasi yang akan
diolah dan dianalisi secara ilmiah sehingga terciptanya upaya penyelidikan dan
penelusuran suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara
cermat dan. teliti  guna terkumpulnya dan terolahnya /data-data secara

sempurna.’®

1. Jenis Penelitian

27 M. A Dr. Faisar Ananda Arfa and M.A Dr. Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum,
ed. Witnasari, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi Pert (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016).

28 M.A Dr. Drs. H. Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Cetakan Pe
(Yogyakarta: SUKA Press, 2021).
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan
(field research). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengkaji
langsung berkaitan dengan implementasi e-rahn dalam layanan
pegadaian Syariah digital yang ditinjau dari aspek hukum ekonomi
Syariah.
Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni
penelitian yang menggunakan konsep pendeskripsian terhadap
suatu masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun dan
menganalisis data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini
dihasilkan dari wawancara, catatan lapangan/observasi, dan
dokumentasi resmi dari pihak-pihak yang bersangkutan.?’ Dalam
hal ini, pihaknya adalah manajemen pegadaian Syariah cabang
Yogyakarta atau nasabah pengguna layanan e-rahn pegadaian

Syariah digital.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penglitian ini menggunakan pendekatan empiris,
yuridis, dan filosofis yaitu penelitian hukum dengan menggunakan

literatur dan observasi denhan pihak yang dinyatakan sebagai

2 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, cetakan ke (Bandung:

Alfabeta, 2013).
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responden. Bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum
secara empiris melalui observasi dan wawancara langsung terhadap
objek penelitian yang menghasilkan analisis-analisis permasalahan
terkait tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi e-
rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital.>
4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalan penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu:
a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan langsung dari
objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil wawancara, observasi atau dokumentasi langsung dari
narasumber utama.

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari beberapa
informan dari manajemen pegadaian Syariah, seperti staf harian
dan marketing pegadaian 'Syariah,  observasi secara langsung
melalui aplikasi serta para ahli dibidang hukum ekonomi
Syariah.

b. Data Sekunder

30 Solikin Nur, Buku Pengantar Penelitian Hukum, pertama (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara
Media, 2021).
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Data sekunder yaitu data tambahan atau pendukung
dalam suatu penelitian, tujuan dari diadakan data sekunder
untuk menguatkan suatu hukum dengan sumber yang diperoleh
dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal,
skripsi, tesis, disertasi, ataupun bahan literatur lainnya yang
berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan pengumpulan data di penelitian ini,
penulis menggunakan metode pengumpulan data yang diperlukan
seperti:
a. Observasi

Obeservasi merupakan pengumpulan data yang dengan
melakukan pengamatan langsung terhadap sumber data dan
konteks vyang ' telibat dalam penelitian. Observasi dapat
dilakukan langsung dan ‘memberikan manfaat kepada peneliti
untuk berinteraksi langsung dengan sumber data agar
memberikan kemudahan ' dalam pengumpulan data secara
maksimal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang

peneliti analisis.*!

31 Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani, “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen
Penelitian I[lmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” Jurnal IHSAN : Jurnal
Pendidikan Islam 1, no. 2 (2023): 1-9, https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57.
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b. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu Teknik yang
digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Wawancara
adalah bentuk interaksi yang dilakukan pewawancara kepada
staf pegadaian Syariah selaku sumber informasi melalui
komunikasi secara langsung. Wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini, terstruktur berdasarkan pertanyaan-pertanyaan
yang disiapkan oleh peneliti.*> Hal ini digunakan dalam analisis
terhadap implementasi e-rahn dalam layanan pegadaian Syariah
digital. Wawancara juga bertujuan untuk mencatat opini,
perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu
terhadap topik penelitian sebagai sumber informasinya.>?
¢. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data
secara ' tidak “langsung ' yang 'dihasilkan dari sumber-sumber

tertulis = seperti gambar, tulisan, karya seseorang maupun

32 M Teguh Saefuddin dkk, “Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif pada
Metode Penelitian,” Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora 43, no. 4 (2023): 342—46.

33 Kawasati Risky, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif” 21, no. 58 (1990): 99-104,
https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-
border-entry-officials-2-legal.html?query=excom 1989.
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dokumen yang telah ada, yang berkaitan dengan penelitian.>*
Dokumentasi dilakukan ketika penulis melakukan wawancara
kepada para responden baik berupa foto, video, atau rekaman
audio, dan juga bias berupa berita di media sosial, artikel dan
sejenisnya.
d. Studi pustaka
Studi pustaka yaitu mengumpulkan data yang bersumber
dari kepustakaan yang sesuai dengan topik peneliitian.
6. Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat Penelitian
Penclitian yang akan dilakukan penulis, akan dilakukan
di kota Yogyakarta. Dengan focus sumber data yaitu manajemen
pegadaian Syariah dan beberapa ahli dalam ilmu hukum
ekonomi Syariah.
b.. Waktu'Penelitian
Rencana awal penulis dalam melakukan pengumpulan
data._sebagai /awal. dari. suatu ‘langkah penelitian, akan
dilaksanakan pada bulan November tahun 2025 hingga data-

data yang dibutuhkan peneliti benar-benar terpenuhi.

34 M Nafisatur, “Metode Pengumpulan Data Penelitian,” Metode Pengumpulan Data
Penelitian 3, no. 5 (2024): 5423-43.



28

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis yang dilakukan
penulis dalam menemukan dan mencari data dengan metode-
metode wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain hingga
mencapai data yang dibutuhkan dan dapat mudah dipahami serta
temuanya dapat disampaiakan kepada orang lain. Teknis analisis
data yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif
dengan mengikuti metode yang dilakukan oleh Miles dan
Huberman. Menurutnya, dalam suatu data, harus mencakup tiga
tahapan. Pertama, reduksi data (Data Reduction) yaitu sebuah
pemilahan dan penyederhanaan serta perubahan data mentah dari
hasil observasi lapangan dengan mengacu pada konsep-konsep
teoritis yang digunkana dalam penelitian, seperti konsep akad rahn,
asas-asas muamalah dan maqasid Syariah. Kedua, penyajian data
(Data Display) yaitu penyusunan suatu informasi secara sistematis
dalam bentuk narasi yang bertujuan. untuk memudahkan
pemahaman fenomena'. implementasi layanan e-rahn dalam
pegadaian Syariah digital. Ketiga, penarikan kesimpulan dan
verifikasi (Conclusing Drawing and Verification) yaitu tahap

terakhir untuk memastikan keabsahan data dari hasil analisis dan
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menarik kesimpulan secara logis melalui penyesuaian antara data

empriris dengan kerangka teori yang digunakan..’

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah terhadap Implementasi E-Rahn dalam Layanan Pegadaian Syariah
Digital” ini, penulis membagi dan menyusun sistematika penulisannya kedalam
lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini penulis mencantumkan gambaran mengenai
pola pemikiran dari kegelisahan penulis yang terdiri dari katar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, Teknik pengumpulan data, teknik
Analisa data dan sistematika pembahasan mengenai tinjauan hukum ekonomi
Syariah terhadap implementasi e-rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang akan digunakan oleh
penulis dalam melakukan penelitian ini. LLandasan teori tersebut terdiri dari
teori hukum ekonomi Syariah dan teori rahn. Dua teori tersebut bersangkutan
dengan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi e-

rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital.

3% Hardani dkk, Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguistica
Aplicada, vol. 5, 2020.
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Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi data-data akurat dalam
penelitian dan gambaran umum mengenai implementasi e-rahn dalam layanan
pegadaian Syariah digital.

Bab Keempat, menjelaskan tentang hasil analisis oleh penulis yang
menjadi pokok pembahasan dalam menjawab seluruh rumusan masalah
mengenai implementasi e-rahn dalam layanan pegadaian Syariah digital dengan
menggunakan metode serta teori yang bersangkutan.

Bab Kelima, berisi penutup, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan
terhadap hasil akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran dan masukan nantinya agar

dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.



BABYV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam mengenai tinjauan
hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi e-rahn pada layanan Pegadaian
Syariah Digital atau Tring by Pegadaian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
kesesuaian _mekanisme implementasi layanan e-rahn pada aplikasi Tring by
Pegadaian telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Syariah. Struktur
akad yang digunakan disusun berdasarkan prinsip pemisahan (fafrig al-uqud),
yaitu akad qardh sebagai dasar pembiayaan, akad rahn sebagai pengikat
jaminan, sertajakadijarah, sebagai dasarypembebanan biaya pemeliharaan.
Pemisahan | akad ini mencerminkan kehati-hatian Pegadaian Syariah dalm
menjagaikemurnian masing-masing akad agap tidak berpotensi menimbulkan
unsur riba dan gharar. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, seluruh rukun
dan syarat e-rahn telah terpenuhi, baik dari unsur kecakapan hukum, objek
akad, serta sighat yang dilaksanakan melalui persetujuan elektronik. Hal ini
sejalan denhan fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang

membolehkan akad keuangan dilakukan melalui media teknologi informasi.
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Selain itu, mekanisme penetapan biaya ujrah dalam layanan e-rahn tidak
dikaitkan dengan besaran pinjaman, melainkan didasarkan pada jasa penitipan
dan pemeliharaan barang jaminan. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor
25/DSN-MUV/I11/2002 dan fatwa Nomor 68/DSN-MUI/I11/2008.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi
e-rahn dalam kerangka magqashid Syariah, dapat disimpulkan bahwa layanan
e-rahn pada aplikasi Tring by Pegadaian secara substansial telah sesuai dengan
tujuan-tujuan utama Syariah, khususnya dalam magqashid syariah Ibnu Asyur.
Pada aspek al-rawaj, al-wuduh, al-tsabat, dan al-adl implementasi e-rahn telah
sesuai dalam pelaksanaanya. pada aspek hifz al-mal, hifz ad-din, dan hifz al-
‘agl. Dalam aspek hifz al-mal, e-rahn berfungsi sebagai instrument
perlindungan harta dengan memberikan akses pembiayaan tanpa
menghilangkan kepemilikan nasabah atas barang jaminan. Aspek hifz ad-din,
keberadaan e-rahn sebagai layanan pembiayaan berbasis digital Syariah
memberikanalternatif. transaksi yang ‘bebas..dari unsur riba, sehingga
mendukung pelaksanaan nilai=nilai keagamaan 'dalam aktivitas ekonomi
masyarakat. ‘Sementara itu, aspek ‘hifz' al-agl tercermin dalam penyediaan
informasi yang jelas dan transparan melalui sistem digital aplikasi Tring by

Pegadaian yang memungkinkan nasabah mengambil keputusan secara rasional.
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B. Saran

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman
sebagaian nasabah terhadap struktur akad dan koonsekuensi hukum layanan e-
rahn masih terbatas. Konsisi ini menunjukan bahwa realisasi maqashid Syariah
secara optimal tidak hanya bergantung pada kesesuaian sistem dan regulasi,
tetapi pada tingkat literasi dan pemahaman nasabah terhadap akaad dan
mekanisme layanan. Oleh karena itu meskipun secara normatif dan substantive
implementasi e-rahn telah sesuai dengan maqgashid Syariah, tetapi penguatan
edukasi dan pendampingan nasabah masih menjadi kebutuhan yang mendesak

implementasi e-rahn pada aplikasi Tring by Pegadaian telah
menunjukan harmonisasi antara prisnip hukum ekonomi Syariah, maqashid
Syariah, dan regulasi nasional. Namun, ketiadaan regulasi khusus yang secara
eksplisit mengatur operasional e-rahn berpotensi menimbulkan perbedaan
intepretasi dalam  praktik, khususnya terkait standar pelaksanaan akad,
perlindungan konsumen /dan pengawasan kepatuhan Syariah. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan regualsi yang lebih spesifik guna menjamin kepastian
hukum, Konsistensi.penerapan prinsip Syariah, serta keberlanjutan layanan e-

rahn dalam sistem keuangan nasional.
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